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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 
(seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Kata Pengantar 
 
 

Selamat datang dalam lembaran pemahaman mendalam 
mengenai "Desentralisasi Pemerintahan & Aspek Hukum 
Konstitusionalitas Penataan Pemerintah Daerah". Buku ini adalah 
sebuah eksplorasi mendalam tentang prinsip desentralisasi dalam 
konteks penataan pemerintahan daerah, yang mencerminkan 
pencerahan terkait pembagian kewenangan dari pemerintah pusat 
dan dampak substansial dari pelimpahan tugas kepada pemerintah 
daerah. 

Dengan penuh dedikasi, buku ini mengadopsi pendekatan 
hukum normatif untuk merinci bahwa pembentukan pemerintah 
daerah tidak semata menjadi suatu inisiatif lokal, tetapi juga 
melibatkan kewenangan pemerintah pusat yang harus diatur secara 
konstitusional. Dalam menyajikan argumen yang tajam dan analisis 
mendalam, buku ini membuktikan bahwa desentralisasi bukan 
hanya sekadar pemindahan tugas, tetapi sebuah langkah besar 
dalam merangkul prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan 
yang baik. 

Keberadaan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 
pilar utama dalam mencapai kepastian hukum yang esensial, bukan 
hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai fondasi 
untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan berkeadilan. 
Buku ini memberikan sorotan khusus pada peran peraturan 
perundang-undangan sebagai sumber kepastian hukum, memberi-
kan landasan kokoh untuk mencapai tujuan pemerintahan yang 
berkualitas. 

Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam 
kepada penulis, yang telah menggali setiap aspek dengan cermat 
dan mendalam. Karya ini bukan hanya menjadi bacaan yang 
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bermanfaat bagi para akademisi yang haus akan pemahaman 
konseptual, tetapi juga menjadi panduan yang berharga bagi 
praktisi hukum yang tengah menelusuri kompleksitas desentralisasi 
pemerintahan. 

Buku ini sangat relevan dengan perkembangan kontemporer 
di dunia hukum dan pemerintahan, dan saya yakin akan menjadi 
rujukan utama bagi pembuat kebijakan yang berkeinginan untuk 
meningkatkan sistem pemerintahan daerah. Semoga buku ini 
memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan diskusi dan 
pemikiran mengenai desentralisasi pemerintahan di Timor-Leste. 

 
Selamat membaca! 
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